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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Audit

Audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, audit merupakan proses membandingkan antara kenyataan yang ada dengan yang seharusnya ada. Terdapat dua unsur dalam melakukan audit yaitu kondisi dan kriteria. Kondisi merupakan kenyataan yang ada atau kenyataan yang sebenarnya melekat pada objek yang diaudit, sedangkan kriteria adalah hal yang seharusnya dikerjakan atau merupakan bahan pembanding sehingga dapat menentukan apakah suatu kondisi menyimpang atau tidak.
2.1.1 Pengertian Audit
Pada prinsipnya audit merupakan kegiatan yang membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud disini merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan istilah audit dikenal dengan nama auditing. 
Adapun definisi auditing dalam buku yang berjudul: “Auditing: An Integrated Approach” mengemukakan definisi auditing sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent  independent persons.”

(Arens dan Loebbecke, 2000:9)

Dari definisi di atas memberikan pernyataan bahwa dalam melakukan audit dilakukan tindakan-tindakan mengumpulkan (accumulate), mengevaluasi (evaluate), menentukan (determine), dan melaporkan (report). Tindakan-tindakan ini harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Kompeten menunjukkan seorang yang cakap  dan mengetahui dengan betul akan pekerjaannya, dalam hal ini audit dan ia harus mempunyai wewenang, dan berkuasa untuk memutuskan atau menentukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Sedangkan independen yaitu orang yang bersangkutan dalam audit dan bebas dari pengaruh pribadi dan pertanggungjawaban atas kegiatan objek yang diaudit sehingga dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, sehingga hasil audit dapat dipercaya objektivitasnya.

Secara umum definisi auditing dalam buku yang berjudul: “Auditing” adalah:

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”. 
(Mulyadi, 2002:9)

Definisi auditing secara umum tersebut memiliki unsur-unsur penting yang diuraikan berikut ini.

Auditing merupakan suatu proses sistematik, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, bererangka, dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan. Proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi maksudnya adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang umumnya terdiri dari empat laporan keuangan pokok, yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. 

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menentukan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaiaan antara pernyataan dan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantitatifkan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.

Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa:

a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif.

b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen.

c. Prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Penyampaian hasil auditing sering disebut atestasi (attestation). Penyampaian hasil ini disampaikan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report). Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit.

Dalam dunia bisnis, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan seperti: pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak.

Auditing bukan merupakan cabang akuntansi, tetapi merupakan suatu disiplin bebas, yang mendasarkan diri pada hasil kegiatan akuntansi dan data kegiatan yang lain. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian transaksi perusahaan atau organisasi lain. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dipakai oleh manajemen untuk mengukur dan menyampaikan data keuangan dan data kegiatan yang lain. Di lain pihak, auditing ditujukan untuk menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditing harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus dapat diandalkan ditinjau dari sudut profesinya.

2.1.2 Jenis-jenis Audit
Jenis-jenis audit menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya yang berjudul: “Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik”, (2004:10) adalah sebagai berikut:

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan. Audit bisa dibedakan atas:
1. General Audit (Pemeriksaan Umum)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Aturan Etika Kantor Akuntan Publik yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta Standar Pengendalian Mutu.
2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus)
Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya Kantor Akuntan Publik diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan.

Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan, dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan Kantor Akuntan Publik hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operandinya.

Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
1. Management Audit (Operational Audit)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektifitas, dan keekonomisan dari masimg-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi produksi, fungsi pergudangan dan distribusi, fungsi personalia (sumber daya manusia), fungsi akuntansi dan fungsi keuangan.

Prosedur audit yang dilakukan dalam suatu management audit tidak seluas audit prosedur yang dilakukan dalam suatu general (financial) audit, karena ditekankan pada evaluasi terhadap kegiatan operasi perusahaan.

Biasanya audit prosedur yang dilakukan mencakup:

· Analytical review procedures, yaitu membandingkan laporan keuangan periode berjalan dengan periode yang lalu, budget dengan realisasinya serta analysa ratio (misalnya menghitung ratio likuiditas, rentabilitas dan aktivitas baik untuk tahun berjalan maupun tahun yang lalu, dan membandingkannya dengan ratio industri).
· Evaluasi atas management control system yang terdapat di perusahaan. Tujuannya antara lain untuk mengetahui apakah terdapat sistem pengendalian manajemen dan pengendalian intern (internal control) yang memadai dalam perusahaan, untuk menjamin keamanan harta perusahaan, dapat dipercayainya data keuangan dan mencegah terjadinya pemborosan dan kecurangan.

· Compliance Test (Pengujian Ketaatan), yaitu untuk menilai efektivitas dari pengendalian intern dan sistem pengendalian manajemen dengan melakukan pemeriksaan secara sampling atas bukti-bukti pembukuan, sehingga bisa diketahui apakah transaksi bisnis perusahaan dan pencatatan akuntansinya sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan manajemen perusahaan.
Ada 4 (empat) tahapan dalam suatu management audit:

1) Preliminary Survey (Survei Pendahuluan)

Survei pendahuluan dimaksudkan untuk mendapat gambaran mengenai bisnis perusahaan yang dilakukan melalui tanya jawab dengan manajemen dan staf perusahaan serta penggunaan questionnaires.

2) Review and Testing of Management Control System (Penelaahan dan Pengujian Atas Sistem Pengendalian Manajemen)

Untuk mengevaluasi dan menguji efektivitas dari pengendalian manajemen yang terdapat di perusahaan. Biasanya digunakan management control questionnaires (ICQ), flowchart dan penjelasan naratif serta dilakukan pengetesan atas beberapa transaksi (walk through the documents).

3) Detailed Examination (Pengujian Terinci)

Melakukan pemeriksaan terhadap transaksi perusahaan untuk mengetahui apakah prosesnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Dalam hal ini auditor harus melakukan observasi terhadap kegiatan dari fungsi-fungsi yang terdapat di perusahaan.

4) Report Development (Pengembangan Laporan)

Dalam menyusun laporan pemeriksaan, auditor tidak memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Laporan yang dibuat mirip dengan management letter, karena berisi audit findings (temuan pemeriksaan) mengenai penyimpangan yang tejadi terhadap kriteria (standard) yang berlaku yang menimbulkan inefisiensi, inefektivitas dan ketidakhematan (pemborosan) dan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen (management control system) yang terdapat di perusahaan. Selain itu auditor juga memberikan saran-saran perbaikan. 

Management audit bisa dilakukan oleh Internal Auditor, Kantor Akuntan Publik, dan Management Consultant.

Management audit harus mencakup berbagai disiplin ilmu misalnya akuntan, ahli manajemen produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan lain-lain.

2. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh Kantor Akuntan Publik maupun Bagian Internal Audit.
3. Internal Audit (Pemeriksaan Intern)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen.

Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit findings) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (recommendations).

4. Computer Audit 

Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (Electronic Data Processing) system.

Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor:

1. Auditor Around The Computer, dalam hal ini auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP (Electronic Data Processing) system tersebut.

2. Audit Through The Computer
Selain memeriksa input dan output, auditor juga melakukan pengetesan terhadap EDP-nya. Pengetesan tersebut merupakan compliance test yang dilakukan dengan menggunakan Generalized Audit Software dan memasukan dummy data (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang seharusnya. Dummy data digunakan agar tidak mengganggu data asli. Dalam hal ini Kantor Akuntan Publik harus mempunyai Computer Audit Specialist yang merupakan auditor berpengalaman dengan tambahan keahlian di bidang computer information system audit.
Dalam mengevaluasi Internal Control atas EDP (Electronic Data Processing) system, auditor menggunakan Internal Control Questionnaires untuk EDP system. Internal control dalam EDP (Electronic Data Processing) system terdiri dari:

1. General Control, Berkaitan dengan organisasi EDP Department, prosedur dokumentasi, testing dan otorisasi dari original system dan setiap perubahan yang akan dilakukan terhadap sistem tersebut. Selain itu juga menyangkut kontrol yang terdapat dalam hardwarenya. 

2. Application Control,  Berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang khusus oleh EDP Department misalnya membuat daftar gaji. Selain itu dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa data yang diinput dan diproses lalu menghasilkan output dalam bentuk tulisan bisa dilakukan secara akurat sehingga bisa menghasilkan informasi  yang akurat dan dapat dipercaya.    
2.1.3 Program Audit
Sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun program audit yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Program audit harus menggariskan dengan rinci, prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. 
Setiap program audit umumnya mengandung dua bagian pokok diantaranya adalah:

1.  Pernyataan tentang tujuan yang akan dicapai dan cara pendekatan audit yang dipilih.

2.  Langkah-langkah kerja atau prosedur audit yang meliputi persiapan audit, audit pendahuluan dan audit lanjutan. 

Program audit yang baik dapat mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Tujuan audit dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas pekerjaan yang direncanakan.

2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan.

3. Langkah-langkah yang terperinci mengenai pekerjaan yang harus dilakukan.

4. Menggambarkan urutan prioritas langkah kerja yang dilaksanakan dan bersifat fleksibel, tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui oleh auditor.

5. Berisi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan dan mengevaluasi secara tepat.  

2.2 Audit Operasional

            Audit operasional merupakan audit atas operasi yang dilaksanakan dari sudut pandang manajemen. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari tiap bagian suatu organisasi. Manajemen memerlukan informasi yang relevan atas pelaksanaan operasi mereka dan hasil yang lebih berkaitan dari apa yang ditemukan semata-mata dalam data keuangan. Manajemen mencari banyak informasi untuk mempertimbangan mutu operasi dan melakukan perbaikan operasional. Audit operasional mencakup suatu penelaahan yang sistematis atas aktivitas-aktivitas organisasi yang dihubungkan dengan tujuan khusus.

2.2.1 Pengertian Audit Operasional
Audit operasional umumnya lebih dikaitkan dengan efisiensi dan efektivitas. Audit operasional juga sering disebut dengan istilah audit manajemen, audit kinerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, para ahli dalam mengemukakan definisinya berbeda-beda pula.

Definisi audit operasional dalam buku yang berjudul “ Auditing”, adalah:

“Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu”.
(Mulyadi, 2002:32)

Sedangkan dalam buku yang berjudul “Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik”, adalah bahwa:
“Audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis”.
( Sukrisno Agoes, 2004:10)

Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi produksi, fungsi pergudangan dan distribusi, fungsi personalia (sumber daya manusia), fungsi akuntansi dan fungsi keuangan.

Prosedur audit yang dilakukan dalam suatu audit operasional tidak seluas audit prosedur yang dilakukan dalam suatu audit laporan keuangan, karena ditekankan pada evaluasi terhadap kegiatan operasi perusahaan.

Dari definisi-difinisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit operasional adalah suatu proses penelaahan yang sistematis atas setiap aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan melalui evaluasi efisiensi dan efektivitas organisasi, manakala hasil operasi perusahaan tidak sesuai dengan harapan manajemen. Audit operasional dapat dijadikan alat pengendalian melalui pemberian rekomendasi dan saran untuk perbaikannya sehingga pada akhirnya perusahaan dapat berkembang.

2.2.2 Tujuan Audit Operasional
Adapun tujuan audit operasional dalam buku yang berjudul “Audit Operasional (Suatu Pengantar)”.
Beberapa tujuan dari audit operasional adalah:

1. Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan.

2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien.

3. Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien.
4. Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan.

5. Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan kepada manajemen.

6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.
(Amin Widjaja Tunggal, 2001:12)
Adapun tujuan audit operasional menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul: “Auditing”.

Tujuan Audit operasional adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja.

2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan.

3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 
(Mulyadi, 2002:30)

Pada intinya penyelenggaraan semua kegiatan operasional dimaksudkan untuk menjamin bahwa dukungan yang diberikan kepada bidang-bidang fungsional dalam perusahaan benar-benar efektif. 

2.2.3 Manfaat Audit Operasional
Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya audit operasional dalam buku yang berjudul “Audit Operasional (Suatu Pengantar)” antara lain adalah sebagai berikut:
1. Kemampulabaan yang meningkat,

2. Alokasi sumber daya yang lebih efisien,

3. Identifikasi masalah pada tahap awal,

4. Komunikasi yang lebih baik,

5. Mengurangi pemborosan dan ketidakefisienan,

6. Meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya.
(Amin Widjaja Tunggal, 2001:24)

Pada dasarnya bahwa dengan adanya audit operasional, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan dalam memperoleh laba, menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Jika terjadi permasalahan maka dengan adanya audit operasional permasalahan tersebut akan secara cepat dapat teridentifikasi dan dapat mengawasi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi pada perusahaan. 
2.2.4 Ruang Lingkup Audit Operasional
Ruang lingkup audit operasional meliputi semua aspek manajemen. Cakupan audit operasional lebih luas daripada audit keuangan. Audit operasional tidak terbatas pada masalah aktiva dan keuangan, catatan, dan dokumen-dokumen, tetapi juga mencakup masalah-masalah non aktiva dan non keuangan. Hal tersebut dapat berupa tinjauan atas tujuan perusahaan, lingkungan-lingkungan perusahaan itu beroperasi, serta kebijakan operasinya dan terkadang mencakup fasilitas fisiknya.
Audit operasional menggunakan berbagai alat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, guna memenuhi tujuan pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan keuangan bertujuan untuk menetapkan kewajaran laporan keuangan dan menekankan terselenggaranya pengendalian intern perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam audit operasional, kemampuan manajemen merupakan prasyarat penting bagi pemeriksa atau auditor, agar dapat:

1. Menemukan dan mengidentifikais tujuan dan kriteria kegiatan.

2. Menetapkan berbagai fakta dan kondisi yang berhubungan.

3. Mendefinisikan daerah-daerah permasalahan atau berbagai kesempatan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan.

4. Menyajikan berbagai temuan dan rekomendasi kepada manajemen.

Adapun beberapa pedoman dalam menentukan ruang lingkup audit operasional diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Inti atau pokok dari audit operasional dapat mencakup berbagai aspek perusahaan yang dapat diidentifikasikan ke dalam tahap-tahap perencanaan audit yang penting.

2. Audit operasional dapat dirumuskan sebagai pengujian atas tingkat kecakapan, kompetensi, perwujudan, dan bukti objektif yang dihimpun serta kriteria yang penting.

3. Audit dapat dibatasi pada daerah yang mana terdapat temuan-temuan khusus yang dapat dikembangkan dan dilaporkan.
2.2.5 Keterbatasan Audit Operasional
Audit operasional tidak dapat memecahkan semua masalah. Audit operasional tetap memiliki keterbatasan. Batasan utamanya adalah sebagai berikut:
1. Waktu

Waktu adalah faktor yang sangat membatasi, karena pemeriksa harus memberikan infomasi kepada manajemen dengan segera untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Karena itu penting kiranya diperhatikan bahwa audit operasional perlu dilakukan secara teratur untuk menjamin bahwa permasalahan yang penting tidak menjadi kronis dalam perusahaan.
2. Keahlian yang diperlukan

Kurangnya pengetahuan banyak dikeluhkan oleh para auditor bidang operasional adalah tidak mungkin bagi seorang auditor atau pemeriksa untuk mengetahui dan menguasai berbagai disiplin bisnis. Menurut aturannya auditor bidang operasional hanya lebih ahli dalam bidang pemeriksaan daripada dalam bidang bisnis nasabahnya. Karena bagian yang bersangkutan diperiksa oleh orang yang tidak ahli secara teknis, maka pemeriksaan itu harus dibatasi pada kekurangan-kekurangan umum saja.

3. Biaya

Auditor bidang operasional harus selalu ingat bahwa biaya juga merupakan batasan pekerjaan. Auiditor bidang operasional selalu menghemat uang nasabahnya. Karenanya, biaya pemeriksaan itu sendiri harus lebih kecil daripada jumlah uang yang berhasil dihemat. Ini berarti bahwa auditor harus mengabaikan situasi permasalahan yang lebih kecil yang mungkin dapat memakan biaya jika diselidiki lebih lanjut. Untuk mempertimbangkan biayanya, beberapa perusahaan meminta auditor bidang operasional untuk menyajikan temuan-temuannya dalam jumlah rupiah untuk setiap masalah yang berhasil diidentifikasikannya.
2.2.6 Tahap-tahap Audit Operasional

Dalam melaksanakan audit operasional diperlukan suatu kerangka kerja yang terstruktur sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Setiap tahap audit harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap tahap dapat mencapai tujuannya.

Tahap-tahap audit operasional terdiri dari:

1. Tahap Persiapan Audit

Untuk persiapan audit dibuat program audit yang sifatnya merupakan persiapan dalam rangka menyusun program audit yang lebih rinci. Persiapan audit bertujuan untuk mendapatkan informasi umum tentang objek yang diperiksa, sebagai dasar penyusunan audit pendahuluan.

Tahap ini meliputi:

1. Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek yang diaudit.

Agar pimpinan objek yang diaudit mendapat gambaran yang tepat dalam audit operasional, hendaknya dijelaskan tentang pengertian audit operasional dan manfaat yang diperoleh dari audit tersebut. Dalam audit ini termasuk pula evaluasi mengenai pelaksanaan tugas manajemen. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat mengenai baik buruknya manajemen, melainkan sebagai dasar untuk memberikan saran atau rekomendasi perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan.

Petugas audit atau seorang auditor perlu mengungkapkan secara jelas kepada pimpinan objek yang diperiksa mengenai sasaran audit yang akan dilakukan sesuai dengan tugas yang diberikan. Selain itu dijelaskan pula landasan audit sesuai dengan standar referensi pemeriksaan intern.

2. Pengumpulan informasi umum mengenai objek yang diperiksa

Dalam persiapan audit, auditor harus mendapatkan informasi secara garis besar sedini mungkin sebagai bahan untuk penyusunan program audit pendahuluan, informasi latar belakang mengenai objek yang diperiksa bagi para petugas dan pemeriksa (dimasukkan dalam arsip data permanen) dan analisa terhadap bagian-bagian penting mengenai objek yang diperiksa.

Informasi umum yang harus diperoleh mengenai objek yang harus diperiksa meliputi:

· Ketentuan yang berlaku mengenai objek yang diperiksa dan diusahakan mendapat salinannya.
· Sejarah singkat, latar belakang, maksud dan tujuan objek yang diaudit.
· Kebijakan umum baik yang ditentukan oleh peraturan atau perundang-undangan, keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun keputusan pimpinan yang berlaku untuk objek yang diaudit. Dalam pelaksanaan audit, auditor harus selalu mendapatkan kebijaksanaan secara tertulis. Jika objek yang diperiksa tidak mempunyai bahan-bahan tersebut secara tertulis, auditor harus mengusahakannya melalui wawancara agar mendapat pengertian yang jelas.
· Data organisasi dikumpulkan untuk mengetahui pembagian tugas dan tanggungjawab, pelimpahan wewenang, sifat, besar dan lokasi objek yang diaudit dan informasi singkat tentang posisi objek yang diaudit dalam hubungannya dengan organisasi, pemerintah, dan instansi lainnya.
· Jenis, nilai, lokasi, dan informasi lainnya tentang aktiva penting dan khusus yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang diaudit.
· Data keuangan seperti, biaya eksploitasi per periode, pendapatan operasi per periode, wewenang untuk mendapatkan kredit, dan penyediaan dana yang tercantum dalam anggarannya. Luas pengumpulan data keuangan diserahkan pada pertimbangan auditor atas dasar keperluan dan manfaatnya dalam audit yang sedang berjalan.
· Metode pelaksanaan dan prosedur-prosedur objek yang diperiksa. Tujuannya adalah untuk memperoleh pengertian secara garis besar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masing-masing objek, yang selanjutnya dipakai untuk menyusun rencana audit.
· Gambaran singkat mengenai masalah yang belum dapat dipecahkan oleh pimpinan objek yang diaudit, yang terungkap pada waktu pembicaraan dengan yang bersangkutan.

Informasi dapat diperoleh dari sumber-sumber:

· Arsip, peraturan/perundang-undangan yang berlaku mengenai objek yang diaudit.
· Rencana anggaran.
· Laporan-laporan yang dibuat oleh auditor dan lembaga audit lain sebelumnya.
· Brosur-brosur mengenai perkembangan objek yang diaudit.
· Pedoman mengenai prosedur dan kebijakan peraturan pelaksanan dari objek yang diaudit.
· Hasil wawancara antara auditor dengan pimpinan objek yang diaudit.
· Sumber informasi lainnya yang dapat memberikan kejelasan mengenai objek yang diaudit.

Peninjauan fisik ke kantor, pabrik, proyek, dan lain sebagainya akan meningkatkan dan menyempurnakan pengertian auditor mengenai permasalahan objek yang diaudit dan juga akan melihat indikasi-indikasi ketidak efisienan dan pelaksanaan objek yang diaudit.

3. Penyusunan ikhtisar hasil persiapan audit

Untuk memudahkan penyusunan program audit pendahuluan, selanjutnya hasil persiapan audit perlu dituangkan dalam suatu ikhtisar yang memuat pokok-pokok informasi yang diperoleh.

2. Tahap Audit Pendahuluan

Pada tahap ini audit bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek manajemen yang menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang masih bisa ditingkatkan baik efisiensi maupun efektivitasnya. Selain itu untuk mengidentifikasikan praktek manajemen yang sangat baik sehingga dapat dipakai sebagi teladan bagi pihak lain. Penemuan-penemuan seperti tersebut di atas yang dapat diperoleh dari audit operasioanl disebut dengan temuan. Hasil dari tahap audit pendahuluan digunakan sebagai dasar penyusunan program audit lanjutan.

Tahapan audit pendahuluan meliputi:

1. Penelaahan ketentuan yang berlaku

Penelaahan ketentuan yang berlaku bertujuan untuk mendapatkan pengertian yang sejelas-jelasnya dan menilai ketetapan peraturan tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi berlaku, yang menjadi dasar objek yang diaudit. Pengetahuan audit mengenai ketentuan yang berlaku akan bermanfaat untuk memeriksa tujuan objek, batas-batas kewenangan, serta tanggung jawab yang ada.

Ketentuan yang berlaku yang harus dipahami oleh auditor adalah:

· Sejarah dan latar belakangnya.
· Tujuan yang hendak dicapai.
· Wewenang yang dilimpahkan kepada objek yang diaudit guna mencapai tujuan kegiatan/program.
· Tanggungjawab yang dibebankan kepada objek yang diaudit.
· Pembatasan-pembatasan yang berlaku pada objek yang diaudit.
· Ketentuan yang berlaku mengenai pembiayaan.
· Persyaratan-persyaratan lainnya.

2. Pengujian pengendalian manajemen

Hakikat pengendalian manajemen adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengarahkan atau menjalankan operasi sesuai dengan standar atau tujuan yang diinginkan. Dengan demikian pengendalian manajemen mencakup sistem organisasi, prosedur dan praktek dalam penanganan dan penyelesaian tugas-tugas manajemen secara efektif.

3. Penyusunan ikhtisar temuan hasil audit pendahuluan

Atas dasar kegiatan audit pendahuluan disiapkan daftar ikhtisar temuan hasil dari audit pendahuluan yang akan disertakan pada program audit lanjutan. Pada umumnya ikhtisar hasil temuan audit pendahuluan tersebut harus mencakup unsur-unsur:

· Umum mengenai perlunya diadakan audit pendahuluan.
· Temuan-temuan kesimpulan sementara.
· Rekomendasi sementara.
· Tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh objek yang diaudit dan masalah yang belum atau tidaka dapat diselesaikan.
· Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari pihak yang berkepentingan di luar objek audit.
· Saran auditor kepada penanggung jawab audit mengenai rencana pelaksanaan audit lanjutan. Pada umumnya temuan yang diperoleh dalam audit pendahuluan masih perlu dikembangkan dalam audit lanjutan. Akan tetapi adakalanya temuan tersebut sudah dapat dimuat dalam laporan hasil audit.

3. Tahap Audit Lanjutan

Pada tahapan ini dilakukan audit atau penilaian lanjut atas kegiatan sejauh yang diperlukan guna mencapai tujuan audit. Kegiatan dalam tahap ini meliputi pendalaman dan pengembangan semua informasi penting dan relevan serta dapat berguna untuk mempertimbangkan, mendukung temuan-temuan, kesimpulan-kesimpulan dan mengajukan rekomendasi.

Tahap ini meliputi:

1. Penelaahan kebijakan yang telah ditetapkan

Audit lanjutan harus mencakup penelahan kebijakan pada objek audit yang meliputi: 

· Apakah kebijakan telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
· Apakah kebijakan yang telah ditetapkan itu ekonomis, efisien dan efektif untuk dilaksanakan.
· Apakah terdapat penyimpangan pelaksanaan yang penting dan terus menerus atas kebijakan yang telah ditetapkan, dan terdapat alasan yang cukup kuat untuk itu.

2. Pengembangan temuan

Pengembangan temuan adalah pengumpulan dan pengamatan informasi khusus yang bersangkutan dengan objek yang diperiksa untuk dievaluasi dan dianalisis karena diperkirakan akan  berguna bagi pimpinan objek audit.

Untuk dapat mengembangkan temuan dengan baik auditor perlu mengetahui ciri-ciri suatu temuan. Temuan dapat diteruskan kepada pemakai laporan bila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu cukup berarti/berguna, berdasarkan pada fakta dan bukti yang relevan dan kompeten, dikembangkan secara objektif, didasarkan pada hasil audit yang memadai guna mendukung setiap kesimpulan yang diambil dan untuk meyakinkan.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan temuan adalah:

· Pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat kejadian, bukan pada saat audit dilakukan.
· Harus mempertimbangkan sifat komplektivitas dan besarnya jumlah serta nilai uang yang dilibatkan dalam objek yang diaudit.
· Temuan harus dianalisis secara jujur dan kritis untuk menghindari pengungkapan yang tidak logis.
· Kewenangan hukum objek yang diaudit perlu dikemukakan dalam laporan, antara lain; kasus mengenai ketentuan yang berlaku tidak dilaksanakan sesuai dengan yang dimaksud, kemungkinan diadakan perubahan terhadap ketentuan yang berlaku dan pengeluaran yang berlawanan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Saran atau rekomendasi

Pada umumnya temuan diakhiri dengan saran yang ditujukan kepada pimpinan objek audit sehubungan dengan koreksi kelemahan atau pencegahan berulangnya kelemahan tersebut.

Langkah-langkah perbaikannya merupakan tanggungan pimpinan objek yang diaudit. Untuk memberikan saran secara konstruktif auditor harus memaparkan setiap kelemahan secara lengkap. Jika auditor tidak dapat menyarankan suatu cara yang terbaik cari berbagai alternatif untuk mengambil tindakan korektif, sebaiknya auditor memberikan rekomendasi berdasarkan pilihan yang diyakininya. 

4. Pembahasan hasil audit lanjutan dengan pengawasan dan penanggungjawab audit

Tujuan pembahasan hasil audit dengan pengawas dan penanggungjawab audit adalah supaya:

· Audit lebih terarah dan terkendali.
· Temuan dan rekomendasi mendapat pertimbangan yang lebih matang.
· Pengawasan dan penanggungjawab audit memperoleh informasi yang cukup luas sebagai bahan pembahasan temuan dengan objek yang diaudit.

5. Pembahasan hasil audit lanjutan dengan objek yang diaudit

Tujuan pembahasan hasil audit lanjutan dengan objek yang diaudit adalah untuk:

· Mempercepat penyusunan konsep laporan.
· Mengurangi kemungkiann sanggahan terhadap laporan.
· Lebih lengkap dan tepatnya konsep laporan.
· Dapat lebih cepat dilakukan tindakan koreksi.

4. Tahap Pelaporan
Kegiatan akhir dari tugas audit adalah penyusunan laporan hasil audit. Laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi auditor untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan dan saran kepada pejabat yang berwenang atau yang perlu mengetahui informasi tersebut. Konsep laporan hendaknya dilindungi sedemikian rupa karena penyebaran informasi kepada yang tidak berhak atau sebelum waktunya dapat merusak nama baik audit dan mengurangi efetivitas laporan.

Tujuan pelaporan dari setiap penugasan harus ditetapkan dengan jelas sedini mungkin dan bahan-bahan laporan harus disusun segera setelah diperoleh informasi yang diperlukan. Setiap auditor harus waspada terhadap bahaya yang timbul dari penilaian yang terlalu dini atas suatu keadaan yang didasarkan pada temuan audit pendahuluan. Laporan yang mengandung hal-hal yang sensitif dan kontroversial perlu diperlakukan secara khusus. Laporan tersebut sebelum diterbitkan perlu dibahas terlebih dahulu dengan pimpinan utama objek yang diaudit.

Setiap konsep laporan hasil audit harus direview oleh pejabat audit, menurut tingkatan tanggung jawabnya, sesuai dengan pentingnya temuan. Perhatian khusus harus diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

· Kelayakan dan ketepatan pendirian yang diambil serta saran yang dikemukakan.
· Kejelasan cara penyajian kemungkinan adanya reaksi yang negatif atas laporan tersebut dan bagaimana cara mengatasi hal semacam itu.
· Kemungkinan adanya penyimpangan dari instruksi yang telah dikeluarkan pimpinan utama objek yang diaudit.
· Cukupnya pengolahan audit atas komentar yang diberikan oleh pejabat objek yang diaudit atau bagian lain, khususnya yang berkenaan dengan masalah yang serius, sensitif dan kontroversial.

Laporan hasil audit operasional hendaknya memuat:

1. Ringkasan hasil audit dan rekomendasi.

2. Pendahuluan:

a. Ruang lingkup audit

b. Penjelasan singkat tentang kegiatan yang diaudit

3. Hasil audit.

a. Temuan hasil audit (kondisi, kriteria, sebab, dan akibat).

b. Rekomendasi.

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan.

4. Lampiran.
2.3 Proses Produksi

Industri manufaktur merupakan kelompok perusahaan sejenis yang mengolah bahan-bahan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang bernilai tambah lebih besar yang telah siap pakai atau dipasarkan.

2.3.1 Pengertian Proses Produksi

Menurut buku “Manajemen Produksi dan Operasi” pengertian proses produksi adalah sebagai berikut:

“Proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan-bahan dan dana) yang ada”.

(Sofjan Assauri, 1999:75)
2.3.2 Proses Kegiatan Produksi

Dalam suatu perusahaan yang memproduksi barang, terjadi suatu proses kegiatan yang berkaitan satu sama lain. Dalam buku “Manajemen Operasi”, proses kegiatan produksi terdiri dari:

1. Kegiatan pengadaan bahan baku yang harus selalu tersedia dengan cukup.

2. Kegiatan pelaksanaan produksi yang meliputi penyiapan mesin untuk memproses bahan baku, penyiapan tenaga kerja yang akan melakukan produksi (operator mesin), penyiapan segala fasilitas produksi lain seperti tenaga listrik, air, dan fasilitas lainnya.

3. Kegiatan penyiapan hasil produksi, produk setengah jadi, juga aliran bahan (material handling) dalam perusahaan dapat berjalan lancar.
(Suyadi Prawirosentono, 2001:292)

Untuk menjamin kelancaran proses produksi diperlukan selalu harus tersedianya input, yakni faktor produksi berupa bahan baku, tenaga kerja, mesin, tenaga listrik, air, dan sebagainya. Kekurangan salah satu faktor produksi dapat mengganggu proses produksi. Artinya proses produksi dapat terganggu kelancarannya bila salah satu faktor produksi tersebut mengalami kekurangan atau hambatan.

Cara untuk mencegah terjadinya kekurangan salah satu faktor produksi adalah dengan memantau tersedianya faktor produksi dari waktu ke waktu, tanpa henti dengan cermat. Adapun cara pemantauannya adalah dengan mencatat setiap proses kegiatan masing-masing faktor produksi tersebut. Misalnya bahan baku perlu dikendalikan dengan cara mengadministrasikan dalam buku gudang bahan baku. Artinya bahan baku selalu diawasi dengan cara mencatat setiap saat keluar masuknya bahan baku. Demikian pula jumlah dan keadaan tenaga kerja harus selalu dipantau agar selalu tersedia tenaga kerja yang siap mendukung proses produksi. Caranya tiap tenaga kerja mempunyai kartu kerja yang memuat secara rinci tentang tanggal, jam, lama kerja dari setiap pegawai. Juga mesin-mesin dan seluruh fasilitas produksi dipantau kondisinya.

2.3.3 Perencanaan Produksi

Perusahaan dalam membuat perencanaan produksi dapat menyiapkannya sesuai dengan data yang dimiliki. Untuk perusahaan yang baru didirikan, perencanaan produksi harus didasarkan data sekunder yang harus dianalisis berdasarkan, misalnya statistik. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah berjalan, perencanaan produksinya dapat dilakukan dengan dasar analisis titik impas (break even point), program linier, dan sebagainya. Namun demikian, secara umum perencanaan produksi biasanya dibuat untuk jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (dua sampai dengan tiga tahun) dan jangka panjang (tiga sampai lima tahun). Perencanaan produksi jangka panjang harus meliputi hal-hal yang lebih luas, yakni kemungkinan ekspansi, dan pengembangan produk yang disesuaikan dengan perubahan selera pasar. Dalam buku “Manajemen Operasi” hal-hal yang meliputi perencanaan produksi adalah sebagai berikut:

a. Product design (desain produk),
b. Teknologi dan fasilitas produksi,
c. Bentuk bangunan dan fasilitas produksi (plant design and production facilities),
d. Jumlah jenis tenaga kerja (labour),
e. Akhirnya bentuk dan mutu produk akan menentukan jenis dan jumlah persediaan bahan yang harus dibeli.
( Suyadi Prawirosentono, 2001:81)

Adapun penjelasan dari perencanaan-perencanaan di atas adalah sebagai berikut:

a. Product design (desain produk)

Desain produk harus disiapkan sebelum perusahaan beroperasi dalam jangka pendek. Dan sesuai dengan perubahan selera pasar, desain barang akan selalu diperbaharui (improvement) agar barang yang dibuat selalu dibutuhkan konsumen atau pasar. Berdasarkan desain barang yang akan dibuat dapat ditentukan teknologi atau mesin yang akan dibeli, termasuk kapasitas produksinya.
b. Teknologi dan fasilitas produksi

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam desain barang (product design), yaitu adalah sebagai berikut:

1. Teknologi dan jenis mesin yang akan digunakan, hal ini biasanya terdapat di beberapa negara yang mempunyai teknologi dan mesin yang akan dijual. Namun pemilik atau pimpinan perusahaan akan memilih yang harganya sesuai dengan modal yang dimiliki.

2. Besar kecilnya kapasitas mesin yang harus dibeli tergantung kepada ramalan penjualan yang akan menjadi dasar perencanaan produksi.

Adapun jenis proses produksi yang akan digunakan akan tergantung pada desain barang yang akan dibuat. Bila desain barang tidak standar dan dapat dibuat secara masal, tentu saja jenis proses produksinya terus-menerus (continuous process), kecuali bila desain barang tidak standar, dibuat atas dasar pesanan (job-order), maka jenis proses produksinya adalah proses terputus-putus (intermitten process).
c. Bentuk bangunan dan fasilitas produksi (plant designand production facilities)

Besarnya kapasitas dan jenis teknologi akan mempengaruhi bentuk dan besar kecilnya bangunan pabrik yang harus didirikan. Selanjutnya akan menentukan rencana letak mesin dan rencana kegiatan pemeliharaan mesin dan sebagainya.

Misalnya, perusahaan dengan kapasitas kecil, gedungnya tidak perlu besar dan bentuknya pun lebih sederhana, dibandingkan dengan perusahaan yang skala produksinya besar. Kebutuhan akan fasilitas produksinya pun berbeda sesuai dengan keperluan.

d. Jumlah jenis tenaga kerja (labour)

Desain produk, teknologi dan fasilitas produksi, dan bentuk bangunan dan fasilitas produksi akan mempengaruhi pula pada kebutuhan tenaga kerja. Bukan jumlah tenaga kerja tetapi juga jenis dan mutu tenaga kerja.

Ciri perencanaan produksi:

a. Berdasarkan kriteria waktu, perencanaan produksi dapat digolongkan dalam jangka pendek (satu tahun), jangka menengah (dua sampai tiga tahun), dan jangka panjang (tiga sampai lima tahun). 

b. Berdasarkan jenis proses produksi, perencanaan produksi, perencanaan produksi dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Perencanaan produksi terus-menerus (continuous).

2. Perencanaan produksi terputus-putus (intermitten).

Kedua perencanaan produksi tersebut mempunyai implikasi terhadap jenis mesin yang harus dibeli, jenis lay out, bentuk dan atau bangunan pabrik, jumlah bahan baku yang disediakan, dan sebagainya.

c. Berdasarkan skala produksinya, perencanaan produksi digolongkan menjadi:

1. Perencanaan produksi skala kecil.

2. Perencanaan produksi skala menengah.

3. Perencanaan produksi skala besar.

Adapun perencanaan produksi berdasarkan skala usaha akan mempengaruhi kepada rencana persediaan bahan baku untuk menjaga kelangsungan operasi perusahaan. Demikian pula selanjutnya akan mempengaruhi rencana persediaan barang setengah jadi dan rencana persediaan barang jadi.

e. Akhirnya bentuk dan mutu produk akan menentukan jenis dan jumlah persediaan bahan yang harus dibeli.
2.3.4 Jenis Proses Produksi

Dalam buku “Manajemen Operasi”, jenis proses produksi dibagi menjadi dua jenis, yakni:

1. Perusahaan dengan proses produksi terus-menerus (continuous process).

2. Perusahaan dengan proses produksi yang terputus-putus (intermitten process).
(Suyadi Prawirosentono, 2001:8)

Adapun penjelasan dari jenis-jenis proses produksi di atas, yaitu:

1. Perusahaan dengan proses produksi terus-menerus (continuous process)

Perusahaan ini beroperasi secara terus-menerus untuk memenuhi stok pasar (kebutuhan pasar). Selama barang hasil produksi yang terdapat di pasaran masih diperlukan konsumen, perusahaan akan terus memproduksi barang tersebut.

Ciri-ciri perusahaan dengan proses produksi terus-menerus, yaitu:

a. Skala produksi massal.

b. Berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

c. Produk yang dihasilkan standar.

d. Mesin yang digunakan adalah mesin khusus. 

e. Mesin otomatis.

f. Operator mesin tidak perlu mempunyai keterampilan tinggi.

g. Tata letak mesin adalah  “lay out by product”, artinya penempatan mesin diletakkan atau diurut menurut tahap-tahap proses pembuatan produk yang bersangkutan.

h. Cara pengangkutan bahan (material handling) dengan ban berjalan atau conveyor.
i. Investasi mesin tinggi, tetapi investasi untuk bahan cukup rendah.

j. Rekruitmen karyawan rendah/kecil.

2. Perusahaan dengan proses produksi yang terputus-terputus (intermitten process)

Perusahaan ini berproduksi secara terputus-putus menggantungkan proses produksinya pada pesanan (job order). Artinya perusahaan ini akan berproduksi membuat suatu jenis barang jika barang tersebut ada yang memesannya. Dan barang yang dibuat harus sesuai dengan permintaan pemesan. Jika tidak ada pesanan (order) berarti tidak ada proses produksi (job). Oleh karena itu, bekerja atas dasar pesanan.

Ciri-ciri perusahaan dengan proses produksi yang terputus-putus, yaitu:

a. Skala produksi tidak massal.

b. Berproduksi atas dasar pesanan (job order).

c. Produk yang dihasilkan tidak standar.

d. Mesin yang digunakan adalah mesin yang serbaguna.

e. Mesin tidak otomatis.

f. Operator mesin memerlukan keterampilan tinggi.

g. Tata letak mesin adalah “lay out by process”, artinya mesin yang mempunyai fungsi sama diletakkan pada tempat yang sama.
h. Cara pengangkutan bahan dengan manual, misal dengan lori dorong.

i. Investasi mesin tidak tinggi, tetapi investasi bahan baku relatif tinggi.

j. Rekruitmen karyawan relatif banyak.
2.3.5 Faktor Keberhasilan Proses Produksi

Dalam buku “Manajemen Operasi”, faktor-faktor keberhasilan dalam proses produksi antara lain ditentukan oleh:

1. Jenis barang

2. Mutu barang

3. Jumlah barang

4. Waktu penyelesaian

5. Biaya

6. Kesejahteraan buruh atau karyawan
(Suyadi Prawirosentono, 2001:295)

Adapun penjelasan dari faktor-faktor keberhasilan di bidang produksi di atas adalah sebagai berikut:

1. Jenis barang

Barang-barang yang diproduksi seyogyanya harus barang-barang yang sesuai dengan permintaan konsumen, baik desain maupun spesifikasi tiap barang yang akan dihasilkan. Kita mengetahui bahwa selera masyarakat selalu berubah, dimana selera konsumen cenderung menggunakan barang yang lebih baik, dengan desain yang lebih menarik dan lebih praktis pemakaiannya.

Dalam hal ini, perusahaan harus selalu mengamati kemungkinan terjadinya perubahan selera konsumen. Artinya, perusahaan harus selalu memonitor informasi tentang jenis barang, bentuk barang yang diminta masyarakat (konsumen) dari waktu ke waktu. Usaha membuat jenis dan spesifikasi barang produksi dengan penyesuaian akibat perubahan permintaan konsumen adalah usaha untuk memperluas daerah pemasarannya. Kenaikan luas pasar, berarti volume penjualan meningkat yang berpengaruh terhadap meningkatnya penghasilan perusahaan.

2. Mutu barang
Mutu barang tergantung kepada beberapa faktor sebagai berikut:

· Mutu bahan baku, bahan pembantu, bahan kemasan, jenis dan sifat-sifat komponen produksi yang lain.
· Proses pembuatan yang dilakukan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan produksi terdapat kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari standar, sehingga perlu diadakan pengendalian mutu barang, agar kerugian dapat dihindarkan akibat barang tidak laku dipasaran.
· Ketepatan proses pembuatan barang. Cepat tetapi hasilnya baik, merupakan kiat keberhasilan usaha pula.
· Kondisi lingkungan dapat mempengaruhi proses produksi, misalnya suhu, kelembaban, debu, dan sebagainya. Untuk menanggulangi hal ini telah ditemukan teknologi baru, walaupun teknologi ini perlu dibeli dengan harga yang tinggi.
· Mesin yang digunakan harus sesuai dengan teknologi yang ditentukan. Hal ini menyangkut spesifikasi peralatan, keadaan mesin yang digunakan. Cara penyimpanan bahan dan barang sesuai dengan standar yang ditentukan, agar produk yang dihasilkannya pun terjaga mutunya.
· Faktor-faktor lain yang mempengaruhi mutu barang adalah keterampilan dan cara kerja buruh, kelelahan buruh, kegairahan kerja, lingkungan kerja (penerangan, ventilasi), perlengkapan kerja dan sebagainya. Hal ini perlu diperhatikan, sebab bila tidak, hasil kerja mereka bisa tidak sesuai dengan yang direncanakan.
3. Jumlah barang
Jumlah barang yang dihasilkan dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

· Jumlah bahan yang digunakan harus sesuai dengan yang diperlukan. 
· Waste (bahan sisa) yang terjadi diperhitungkan. Dalam hal ini perlu dikaji mengapa “bahan sisa” di luar dugaan dan faktor yang menjadi penyebabnya.
· Rejected product (barang yang under quality), yakni barang “apkir” karena mutunya jauh dibawah standar atau barang tersebut rusak sehingga tidak layak dijual. Diharapkan jumlah barang yang rusak tidak banyak, karena hal ini merupakan “pemborosan”.
· Kehilangan karena pencurian, disebabkan antara lain karena cara penyimpanan dalam gudang yang kurang baik. Artinya manajemen perusahaan perlu dilakukan dengan baik, termasuk aspek “internal control”
4. Waktu penyelesaian
Ketepatan waktu penyerahan barang (delivery date) ditentukan oleh faktor-faktor berikut :

· Persediaan bahan harus dijaga jangan sampai habis. Dalam hal ini pengendalian persediaan bahan-bahan sangat perlu dilaksanakan secara mantap. 
· Jadwal produksi dipengaruhi oleh ketepatan ramalan penjualan atau ada tidaknya pesanan (order) produksi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi waktu penyerahan (delivery date)
· Pengaturan jadwal tenaga kerja sangat mempengaruhi kelancaran rencana kerja. Bila jadwal produksi kurang baik berarti suatu pesanan bisa tertunda. 
· Laporan penyerahan barang dan laporan barang-barang yang belum diserahkan. Dalam hal ini bila terjadi kekeliruan membuat laporan tersebut bisa mengganggu suatu rangkaian pekerjaan sehingga pekerjaan lain tertunda. Selain itu, dapat mengecewakan pihak pemesanan, kalau barang pesanannya belum selesai pada tanggal penyerahan, seperti dijanjikan.
· Keterampilan, cara kerja, dan peralatan kerja yang memadai akan mempengaruhi kecepatan dan ketepatan penyelesaian suatu pekerjaan
· Proses produksi yang dilakukan harus sesuai dengan jenis barang pesanan. Artinya proses yang rumit karena harganya kompleks, memerlukan waktu yang cukup panjang.
· Faktor-faktor penghambat lain misalnya, hambatan mungkin terjadi karena faktor pekerja, kerusakan mesin, listrik padam, dan sebagainya.
5. Biaya
Informasi biaya dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

· Faktor-faktor ekonomis dari lokasi perusahaan dan lay out dari mesin.
· Jumlah, harga, dan mutu bahan yang diperlukan.
· Harga mesin yang digunakan untuk melaksanakan suatu produk. Bila jumlah dan harga mesin yang diperlukan banyak sekali, maka tiap mesin harus mempunyai kartu kode nilai mesin tersendiri untuk memudahkan perhitungan.
· Tenaga kerja yang dikerahkan harus berdasarkan jumlah tenaga kerja minimum yang dibutuhkan. Bila buruh yang dipekerjakan lebih banyak dari kebutuhan, berarti terjadi in-efficiency (tidak efisien)
· “Down time” dan “idle time”, yakni waktu yang harus disediakan sebelum mesin bisa dioperasikan dan kemungkinan terjadinya waktu menganggur dari mesin harus diperhitungkan. Waktu menganggur mesin dapat mempengaruhi biaya proiduksi.
· Capacity utilization, yakni kapasitas terpasang dari mesin-mesin yang ada. Mesin yang terpasang secara penuh bisa menyebabkan biaya per unit barang lebih murah, dibandingkan dengan mesin yang banyak menganggur.
· Waktu pengerjaan: Artinya makin lama waktu pengerjaan suatu produk makin besar biayanya.
· Biaya overhead, yakni semua unsur biaya tidak langsung yang menyangkut penyelesaian suatu pekerjaan. Biaya ini pun harus dihitung secara cermat.
· Cara kerja: Artinya cara kerja yang sistematis dan baik mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi. Makin baik dan sistematis cara kerja, operasi produksi menjadi makin efisien.
· “Waste and Reject”, meliputi bahan sisa dan barang apkir. Makin sedikit bahan sisa dan barang apkir berarti makin efisien. Bahan sisa yang berlebihan atau adanya produk apkir karena sesuatu hal (misalnya mesin bekerja tidak akurat) dapat mendorong biaya produksi semakin naik.
· Status persediaan dalam proses produksi, yakni barang dalam proses (work in process) perlu dicatat secara cermat untuk menghindari terlalu banyaknya bahan “work in process” yang terjadi. Makin banyak barang dalam “work in process” berarti biaya gudang menjadi tidak efisien.
6. Kesejahteraan buruh atau karyawan
Informasi tentang buruh, meliputi informasi sebagai berikut:

· Absensi, yakni kadar hadir dari para pekerja/karyawan.
· Keselamatan kerja meliputi semua fasilitas untuk keselamatan kerja buruh.
· Keresahan buruh (bila ada), informasi ini penting sebab dapat mempengaruhi produktivitas kerja.
· Kondisi kerja, yakni lingkungan kerja yang meliputi terciptanya kenyamanan kerja.
· Terlalu banyak lembur atau tidak, informasi ini harus lengkap karena menyangkut efisiensi kerja.
· Prestasi kerja dan kemungkinan peningkatan prestasi para pekerja.

2.3.6 Biaya-biaya Produksi

Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

1. Biaya produksi.

2. Biaya pemasaran.

3. Biaya administrasi dan umum.

Dalam buku yang berjudul: “Akuntansi Biaya”, pengertian biaya produksi adalah:

“Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual”.
(Mulyadi, 2002:14)
Menurut obyek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Biaya bahan baku

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku diolah dalam perusahaan manufaktur, bahan baku ini dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Di dalam memperoleh bahan baku perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli saja tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya perolehan lain.

2. Biaya tenaga kerja langsung

Biaya tenaga kerja langsung merupakan usaha fisik/mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah suatu kegiatan fisik yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai untuk mendukung kegiatan produksi suatu perusahaan.

3. Biaya overhead pabrik

Dalam perusahaan yang produksinya berdasar pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif biaya overhead pabrik, yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik, memilih dasar pembebanan, dan menghitung tarif biaya overhead pabrik
2.4 Hubungan Audit Operasional dengan Efektivitas Proses Produksi
Audit operasional terhadap proses produksi adalah penilaian yang sistematik dan menyeluruh terhadap suatu kegiatan produksi.

Tujuan utama dari dilakukannya audit operasional terhadap proses produksi adalah untuk meyakinkan telah adanya pengendalian yang memadai terhadap proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dalam proses audit, kekuatan maupun kelemahan perlu diidentifikasikan, kekuatan mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut atau ditingkatkan, sedangkan kelemahan mungkin masih bisa untuk diperbaiki. Jika hal-hal yang disebut di atas dapat dihindari, maka audit operasional akan menunjang efektivitas kegiatan proses produksi.
Titik awal dalam melakukan audit operasional atas proses produksi adalah dengan cara melaksanakan tahapan-tahapan audit operasional yang telah ditetapkan atas proses produksi. Di dalam pelaksanan tahapan-tahapan audit operasional tersebut terdapat penelaahan dan penilaian suatu organisasi untuk menentukan beberapa hal yang harus diungkapkan diantaranya apabila adanya penyimpangan dan kekurangan yang terdapat di bagian produksi. Peranan audit operasional tidak terbatas pada aktivitas produksi, peran audit operasional adalah sebagai alat pengendalian pada proses produksi.

Audit operasional adalah suatu teknik pengendalian yang dapat membantu manajemen dengan menerapkan metode untuk mengevaluasi keefektifan prosedur kegiatan dan pengendalian intern. Tujuan utama dilakukannya audit operasional adalah mengurangi pemborosan dan ketidakefisienan. Audit operasional merupakan suatu bentuk pemeriksaan atas semua fungsi perusahaan.   

Dengan demikian pengendalian dapat dikatakan efektif jika tidak terdapat permasalahan yang cukup materil atau signifikan di dalam melaksanakan aktivitas proses produksi. Dan jika kriteria audit operasional memuaskan maka akan mendorong pelaksanaan aktivitas proses produksi.
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